Draf 1.3 Standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari pada Community Forest
Ruang lingkup: 

Semua tipe hutan yang dikelola oleh masyarakat.

Pengertian dari Community Forest adalah apabila pengambil keputusan manajemen adalah masyarakat sebagai pengelola termasuk di dalamnya kemitraan. 

Definisi :

Community Forest - “any situation which intimately involves local people in a forestry activitiy.  It embraces a spectrum of situations ranging from woodlots in areas which are short of wood and other forest products for local needs, through the growing of trees at the farm level to provide cash crops and the processing of forest products at the household, artisan or small industry level to generate income, to the activities of forest dwelling communities” (FAO 1978).

Definisi bermitra adalah:

1. Tujuan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari 

Terminologi Community Forest (eligibility) berdasarkan:

1. Luas areal dan atau volume panen.  

2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Luasan Community Forest sebagai unit pengelolaan hutan yang dapat menerapkan standar community forest atau dapat disertifikasi adalah maksimum 1000 Ha baik hutan alam maupun hutan tanaman 

Intensitas pengelolaan - Intensitas tercermin dari volume produksi.  Low intencity:  untuk hutan alam, maksimum panen / riap yang diambil tidak boleh lebih dari volumenya 5000 m3 per tahun (maksimal 20% dari stok pertumbuhannya). 

Catatan: 

1. Umumnya pelaksanaan penerapan standar community forest dalam satu unit kelola hutan dapat menggunakan metode Group Certification dengan pertimbangan dilakukan oleh masyarakat yang membentuk beberapa kelompok unit kelola hutan atau Group kelola hutan. 
2. Setiap kelompok kelola hutan (tidak lebih dari 1000 ha) sebagai satu unit harus mempunyai rencana kelola (management plan) dan dapat membentuk  satu kelompok besar.

3. Persyaratan Group Certification adalah harus diterapkan dalam kelompok besar selain persyaratan standar Community Forest pada masing-masing kelompok kelola hutan.
Requirement:

	Bagian 1
Persyaratan untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman

	I
	Persyaratan Umum 

	Kriteria 1  
	Persyaratan Umum dan Legalitas

	1.1
	UM harus mempunyai status lahan (kepastian kawasan) dan ijin usaha yang ditunjukkan dengan dokumen legal/diatur oleh UU.

	1.2
	UM harus memenuhi peraturan yg relevan sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutannya.

	1.3
	UM harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, yang terdiri atas fee, royalti, pajak dan kewajiban finansial lainnya yang legal.

	1.4
	UM harus mengakui ketentuan yang ada di dalam persetujuan/kesepakatan/ konvensi internasional yang relevan sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutannya, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Catatan: Daftar Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat pada Lampiran 1 dalam Standar ini.

	1.5
	UM harus memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK

Catatan: SVLK adalah seperangkat ketentuan hukum yang disusun oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk tujuan FLEGT VPA dengan Uni Eropa.  Peraturan terkait SVLK dapat dilihat pada Lampiran 2 dalam Standar ini.

	1.6
	UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari dalam bentuk tertulis.

	1.7
	UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari termasuk investasinya. 

	1.8
	UM harus memiliki organisasi untuk menjalankan fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Catatan: Sistem manajemen kualitas dan/atau lingkungan yang terdapat pada ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 merupakan contoh dari sistem dan manajemen organisasi dan yang efektif.

	1.9
	UM harus menugaskan seseorang sebagai wakil manajemen yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaiannya dengan Standar ini.

	1.10
	UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin.

	1.11
	UM harus memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar ini.

	1.12
	UM harus menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 3 (tiga) tahun, yang menunjukkan kepatuhan UM terhadap praktek pengelolaan hutan seperti yang ditetapkan dalam Standar ini.

	1.13
	UM harus memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan, memenuhi persyaratan Standar ini.  Kepatuhan UM tersebut termasuk dalam kaitannya dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan efektif.

	1.14
	UM harus membuat rencana Penataan areal kerja  yang dikelolanya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Disesuaikan dengan skala usaha / mempertimbangan skala intensitas. 

	1.15
	UM harus merencanakan, menetapkan dan menjaga infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, camp kerja, dan lain lain, untuk:

a) memastikan aliran barang dan jasa yang efisien,

b) meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem,  spesies, dan genetik, khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam, termasuk apabila terdapat areal yang merupakan jalur  migrasi spesies fauna tertentu.

c) meminimalkan terbukanya tanah, mencegah erosi tanah dan sedimentasi, menjaga tinggi permukaan air, dan mempertahankan fungsi badan sungai termasuk fasilitas drainase yang sesuai.

	
	

	Kriteria 2 
	Rencana Kelola

	2.1
	UM harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutannya yang meliputi kegiatan perencanaan , pelaksanaan rencana , pemantauan dan evaluasi, serta  pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya.

	2.2
	UM harus  memiliki dokumen rencana kelola serta dokumen lain berdasarkan pada penataan areal kerja, yang mencakup keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial.  Rencana kelola harus direvisi jika ada perubahan-perubahan yang  berpengaruh terhadap fungsi produksi, ekologi dan sosial.

	2.3
	Rencana kelola harus berisi setidaknya data dan informasi mengenai:

a) Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan;

b) Sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini;

c) Sosial budaya masyarakat;

d) Penataan areal hutan;

e) Teknik silvikultur yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi hutan;

f) Monitoring riap;

g) Tingkat pemanenan yang lestari;

h) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Rencana perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya meliputi:

· Pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan;

· Pencegahan dan penanggulangan penebangan liar;

· Pencegahan dan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman;

· Konservasi tanah dan air;

· Perlindungan terhadap flora, fauna, dan plasma nutfah;

· Penanggulangan perladangan berpindah (pengelolaan perladangan gilir balik);  

i) Peta-peta kerja  .

j) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, camp, jembatan, dll.

	
	

	Kriteria 3:
	Monitoring dan Evaluasi

	3.1
	UM harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi sesuai Prosedur yang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan. 

	3.2


	Monitoring dan evaluasi harus mencakup:

a) Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan)

b) Regenerasi hutan;

c) Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan;

d) Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air;

e) Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat;

f) hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.

	3.3
	UM harus menyediakan informasi rencana kelola dan implementasinya.

	
	

	II
	Aspek Produksi

	Kriteria 4
	Kelestarian Sumberdaya Hutan

	4.1
	UM harus  mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.

	4.2
	UM harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi  sumber daya hutan di areal UM, sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan.

	4.3
	UM harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya dengan tetap mempertimbangkan  kondisi dan karakteristik sumberdaya hutan, kondisi tapak, dan spesies (struktur dan komposisi).

	4.4
	UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan.

	4.5
	UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan, dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Sistem tersebut harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan dapat dibuktikan.

	
	

	Kriteria 5
	Kelestarian Hasil Hutan

	5.1
	UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari.

	5.2
	UM harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif dari kegiatan-kegiatannya terhadap hasil hutan bukan kayu untuk menjamin diversifikasi keluaran, barang dan jasa, dan sebaliknya. 

Catatan: persyaratan 5.2 juga berlaku untuk kegiatan berburu ikan dan satwa.

	
	

	III
	Aspek Ekologi

	Kriteria 6
	Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

	6.1
	UM harus memiliki dokumen kajian lingkungan yang berisi analisis dampak potensial terhadap lingkungan.

	6.2
	UM harus mengimplementasikan rekomendasi pengelolaan lingkungan dan melakukan peningkatan teknis pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

	6.3
	UM harus melakukan pemantauan secara berkala sesuai dengan jenis dampak yang teridentifikasi dari aktifitas kelola hutan dan hasil pemantauan ini digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan berikutnya.

	6.4
	UM  harus  mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk mengendalikan penggunaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan cara yang ramah lingkungan.

	
	

	Kriteria 7
	Pengelolaan keanekaragaman Hayati

	7.1
	UM harus mengidentifikasi, memelihara, dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah. 

	7.2
	UM harus menginventarisasi dan memetakan Ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau keterwakilan ekosistem, seperti areal riparian dan biotop lahan basah sesuai skala dan intensitas pengelolaan hutannya.

	7.3
	UM tidak boleh membudidayakan jenis tumbuhan  hasil rekayasa genetik. 

	
	

	Kriteria 8
	Perlindungan Hutan

	8.1
	UM harus memiliki dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi dan melakukan pengendalian secara ramah lingkungan terhadap ancaman/gangguan  sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit.   

	8.2
	UM harus melakukan kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya untuk meminimalkan ancaman/gangguan terhadap sumberdaya hutan.

	8.3
	UM harus melakukan kerjasama dengan pihak berwenang dalam pengamanan terhadap kegiatan ilegal.

	
	

	IV
	Aspek Sosial

	Kriteria 9
	JUDUL????

	9.1
	UM memberikan akses kepada masyarakat lainnya (lokal dan adat) untuk memperoleh manfaat dari kawasan hutan yang dikelolanya yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual).

	9.2
	UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak masyarakat adat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan konvensi ILO 169 dan deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak-hak masyarakat adat.

	9.3
	UM harus memberikan akses kepada masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan hak adat 

	9.4
	UM harus membuat  mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat dan atau hak milik masyarakat lokal berdasarkan hukum formal, dan mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan  dampak dari kegiatan pengelolaan hutan; Mekanisme resolusi konflik harus dibuat secara partisipatif dan disepakati bersama dan diterima oleh UM dan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal

	
	

	Kriteria 10
	Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat 

	10.1
	UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Hasil penilaian dampak sosial harus diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

	10.2
	UM harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal; UM harus melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif. 

	10.3
	UM harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

	10.4
	UM harus memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam hal pembangunan desa.

Catatan: Berbagai program dapat digunakan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat adat dan atau lokal seperti pelatihan, penambahan keahlian baru, pembangunan masyarakat desa huan, pembangunan Sosial, pengembangan rantai suplai sebagai pemasok, kontraktor, penjaja, dll.

	10.5
	UM harus mengidentifikasi sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi; dan bila perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai rekreasi hutan (tempat berteduh, jalan setapak, dll) serta untuk melindungi sumber daya hutan dari dampak negatif rekreasi.

	10.6
	UM harus membentuk atau membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, serta para pihak lain yang relevan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. 

	
	

	Kriteria 11
	Pemenuhan hak-hak Pekerja 

	11.1
	UM harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	11.2
	UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29.

	11.3
	UM harus menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan sesuai dengan yang disepakati. 

Catatan: Pemerintah mengeluarkan secara tahunan peraturan untuk menetapkan upah minimum di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten).

	11.4
	UM harus menghormati hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka, dan secara kolektif atas nama mereka melakukan perundingan dengan UM tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi dari UM terhadap mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Catatan: Kebebasan berserikat dan kebebasan berunding bersama dijamin oleh Undang-undang No. 13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.

	11.5
	UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal usul sosialnya , kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi. UM tidak mengijinkan perilaku apapun yang mengancam, menghina, eksploitatif, atau memaksa secara seksual di tempat kerja dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh UM untuk digunakan oleh pekerja.

	11.6
	UM tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, dan ILO No 138 dan 182. 

	
	

	Kriteria 12
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

	12.1
	UM harus mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). UM harus memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM.

	12.2
	UM harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.

	12.3
	UM harus memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya;

	12.4
	UM harus menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. Apabila  terjadi cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, UM harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

	12.5
	UM harus memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan K3 setidaknya setahun sekali.

	
	

	Bagian 2
	Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Alam 

	I
	Persyaratan Umum

	1.1
	UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan dimana:  

a) Konversi sesuai dengan perundangan nasional dan perencanaan tata ruang; serta diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; dan

b) Konversi diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait kegiatan di hutan atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat serta memberikan kontribusi jangka panjang pada manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; dan

c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop yang penting secara lingkungan dan sosial; dan

d) Luas total dari hutan yang dikonversi dalam area unit manajemen tidak lebih dari 5 % total luas area unit manajemen.

Catatan: Perencanaan tata ruang mencakup konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan secara langsung.

	
	

	II
	Aspek Ekologi

	3.1
	UM harus mempertahankan kemampuan regenerasi alami dan proses penebangan yang tidak mengganggu fenologi dan mekanisme penyebaran spesies flora pada areal yang ditebang.

	3.2
	UM dapat menggunakan penghutanan buatan dengan spesies asli dari jenis setempat untuk tujuan pengayaan, rehabilitasi hutan yang rusak, serta rehabilitasi jalan dan jalur yang tidak digunakan.  UM tidak boleh memanfaatkan introduced species. 

	3.3
	UM hanya boleh menggunakan pestisida kimia di area pembibitan dan harus mematuhi aturan sesuai daftar pestisida yang dilarang dan terbatas dalam Lampiran 3 Standar ini.

	
	

	Bagian III
	Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Tanaman

	I
	Persyaratan Umum

	1.1
	UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas areal hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Bagian III, 1.2. 

	1.2
	UM tidak boleh mengkonversi: hutan untuk penggunaan lahan non-hutan, dan  hutan alam menjadi hutan tanaman; kecuali dalam kondisi berikut: 

a) Konversi tersebut sesuai dengan undang-undang dan perencanaan tata ruang dan diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; dan

b) Konversi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait hutan atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat lokal dan menyediakan kontribusi jangka panjang untuk manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; dan

c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop-biotop penting secara lingkungan dan sosial; dan

d) Luas total dari hutan yang dikonversi dalam area unit manajemen tidak lebih dari 5 % total luas area unit manajemen.

	
	

	II
	Aspek Ekologi

	3.1
	UM harus mengidentifikasi dan mengupayakan pemeliharaan dan/atau pembangunan koridor satwa yang menghubungkan areal berhutan dan/atau atau areal perlindungan/pelestarian satwa di dalam dan luar kawasan.

	3.2
	UM harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dalam waktu dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. UM hanya boleh menggunakan introduced species, varietas, dan provenan, yang dampaknya terhadap ekosistem dan integritas genetiknya telah dinilai dan dievaluasi, dan bila dampak negatif yang ditimbulkannya dapat dihindari atau dikurangi seminimal mungkin.

	3.3
	UM hanya boleh menggunakan pestisida untuk tujuan pengendalian gulma dan mematuhi aturan daftar pestisida yang dilarang dan terbatas seperti yang dicantumkan pada lampiran 3 Standar ini.


